BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Dalam penulisan Taskap ini akan digunakan tujuh kerangka teori, dan

dilengkapi dengan data-fakta, serta peraturan perundang-undangan terkait upaya

membangun kerangka analisis dan argumen kajian. Ketujuh teori yang digunakan

adalah teori demokrasi, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, konsep

ketahanan nasional, teori negara, teori politik, konsep kedewasaan demokrasi, dan

konsep Pilkada asimetris. Penataanulang sistem Pilkada dalam memperkuat

ketahanan nasional yang dikaji adalah realisasi konsep Pilkada asimetris.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a.

Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati,
dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dengan kata
lain, pasal 18 tidak tegas mengatur bahwa pemilihan kepalda daerah
harus dilakukan dengan pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah
secara langsung merupakan keputusan politis dimana frase
“Demoktratis” yang termuat dalam pasal 18 ayat (4) diartikan sama
dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yakni dilakukan secara
langsung oleh rakyat.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini tentunya
berbeda dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dimana kepala daerah
dipilih secara demokratis. Sehingga dalam hal ini terjadi
ketidaksinkronan UU No. 32 Tahun 2004 dengan Pasal 18 ayat (4) UUD
NRI 1945, bahkan secara teori perundang-undangan UU No. 32 Tahun
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2004 dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI
1945.
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

Undang -Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Di dalam
UU ini tercantum tata aturan mengenai penyelenggaraan Pilkada
serentak yang mulai dijalankan pada tahun 2015. Penyelenggaraan
Pilkada serentak merupakan babak baru dari skema Pilkada yang ada di
Indonesia dan direncanakan akan terus dilakukan pada

penyelenggaraan berikutnya di tahun 2024.

9. Kerangka Teoritis

a.

Teori Demokrasi
Terdapat dua cara pandang dalam melihat implementasi demokrasi
di tengah masyarakat, yakni demokrasi dari kacamata prosedural dan
substansial. Tolok ukur demokrasi menurut pandangan demokrasi
prosedural yakni suatu negara mampu menyelenggarakan pemilu secara
bebas, jujur, serta menjamin partisipasi publik yang damai dan dalam
interval tetap. Hal ini sejalan dengan pendapat Schumpeter bahwa
demokrasi harus dipahami sebagai proses atau prosedur bagi seseorang
mengikuti kontestasi pemilu untuk menduduki jabatan politik, serta
dengan jabatan tersebut dirinya memiliki kekuatan untuk membuat
keputusan yang mengikat.'® Dalam kritiknya, Latipulhayat menyatakan
bahwa mekanisme demokrasi prosedural ini mengabaikan substansi
demokrasi yakni pelibatan rakyat secara substansial.?’ Demokrasi
prosedural telah mereduksi makna demokrasi menjadi sebatas
prosedural dan teknis melalui pelaksanaan pemilu.
Demokrasi substansial menitikberatkan pada substansi dari
prinsip-prinsip demokrasi yang diyakini dapat diterapkan di masyarakat.
Demokrasi substansial kemudian dipertegas oleh Robert Dahl yang

19 Schumpeter, J. A. (2010). Capitalism, socialism and democracy. routledge.
20 | atipulhayat, A. (2014). Meluruskan Makna Demokrasi. Padjadjaran Journal of Law, 1(1).
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menyatakan bahwa: “Key characteristic of democracy is the continuing
responsiveness of the government to the the preferences of its citizens”.
Dengan kata lain, karakteristik utama demokrasi ditandai dengan adanya
pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap warganya, khususnya
pemenuhan hak-hak berdemokrasi di tengah masyarakat. Dahl juga
mengemukakan hakikat tujuan demokrasi adalah membuat regulasi
damai atas konflik. Secara spesifik, Dahl juga mengemukakan bahwa
terdapat lima kriteria ideal dalam proses demokrasi, yakni (1) Adanya
persamaan hak pilih bagi warga negara untuk menentukan keputusan.
(2) Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama berpartisipasi.
(3) Warga Negara memiliki peluang yang sama untuk melakukan
penilaian logis untuk mencapai hasil yang diinginkan. (4) Seluruh
masyarakat memiliki kekuasaan eksklusif untuk melakukan kontrol
terakhir terhadap agenda. (5) Seluruh masyarakat dewasa memiliki hak
yang sama dalam hukum.?’

Dalam penerapan demokrasi langsung, pemilih dapat secara
langsung mempengaruhi isu dan kebijakan tertentu dengan memberikan
mandat suara kepada perwakilan atau partai untuk memutuskan. Salah
satu jenis demokrasi langsung adalah penyelenggaraan pemilihan
langsung baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Beberapa
kritikan terkait penerapan demokrasi langsung menurut laporan IDEA
2017, diantaranya (a) demokrasi langsung menuntut masyarakat
sebagai konstituen memiliki pengetahuan yang relatif tinggi, realitasnya
pemilih justru tidak selalu memiliki kapasitas atau informasi yang
diperlukan untuk membuat keputusan yang tetap; (b) voter irrationality
dan voter fatigue yaitu pemilih yang tidak memiliki kapasitas cenderung
memilih secara tidak rasional; dan (c) banyaknya mekanisme prosedur
yang harus dilewati membuat pemilih malas untuk menyumbangkan hak

suaranya.??

21 Daniel Hutagalung (2018), Batas dan Kemungkinan Demokrasi : Gagasan Poliarki Robert Danhl,
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial.
23 |DEA (2008),Direct Democracy-International IDEA Handbook, IDEA

13



Kritik lainnya terhadap demokrasi langsung yakni tidak adanya
jaminan bahwa demokrasi langsung akan menjaring pemimpin-
pemimpin daerah yang demokratis. Saat ini sistem pemilihan langsung
nyatanya justru banyak memenangkan pemimpin  populis.?*
Penyelenggaraan demokrasi langsung juga memakan biaya yang cukup
mahal. Beban logistik yang cukup besar terdapat pada badan
penyelenggara Pilkada, otoritas lokal, aparat keamanan, dan lembaga
negara lainnya. Di negara-negara berkembang, yang sumber finansial
untuk pembiayaan demokrasi langsung cenderung kurang memadai,
akan berimplikasi pada kerentanan Pilkada terhadap konflik sosial yang
berbau kekerasan. Terakhir, demokrasi langsung dapat menimbulkan
polarisasi, memperburuk perpecahan politik, dan meningkatkan potensi
reaksi destabilisasi seperti boikot atau kekerasan. Pilkada di Kenya
tahun 2005 adalah contoh pemungutan suara yang memiliki efek
polarisasi dan merusak.?®

Indonesia mengenal konsepsi Demokrasi Pancasila yang lahir dan
digali dari nilai-nilai asli budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila
merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam
pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.26 Demokrasi
Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian
dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya tertera dalam
pembukaan UUD NRI 1945. Lebih lanjut, Yudi Latif?” menyatakan dalam
Demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi
harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Pendapat ahli di atas
kemudian didukung dengan pendapat Kaelan bahwa Demokrasi
Pancasila harus selalu berujung pada sila kelima yaitu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.?® Demokrasi Pancasila adalah wujud

nyata penggabungan dua pendekatan demokrasi, yakni secara

24

25

26
27

28

Kenny, P. D. (2017). Populism and Patronage: why populists win elections in India, Asia, and
Beyond. Oxford University Press.

Diaz, Elio (2011) Latar Belakang Krisis Politik di Kenya Pasca Pemilu 27 Desember 2007. Thesis,
UPN "Veteran" Jogyakarta.

Cholisin. (2013). limu Kewarganegaraan (Civics). Penerbit Ombak.

Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas. Pancasila. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan, K. (1996). Kesatuan Sila-sila Pancasila. Jurnal Filsafat, 1(1), 42-52.
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prosedural melalui pemilihan umum dan substansial melalui
permusyawaratan/perwakilan.
b. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di indonesia

Pilkada di Indonesia telah banyak mengalami perubahan skema
dan format sejak Indonesia merdeka. Pilkada pernah dilaksanakan
dengan jalan penunjukkan dari pemerintah pusat, pemilihan oleh DPRD,
dan terakhir dilakukan secara langsung. Pilkada secara langsung telah
dilakukan sejak tahun 2005 yang didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedikitnya telah terdapat empat
skema yang pernah dipakai di Indonesia dalam memilih jabatan kepala
daerah. Keempat skema tersebut adalah pengangkatan oleh pemerintah
pusat, penunjukan pada masa Orde Lama, pemilihan perwakilan, dan
terakhir pemilihan perwakilan murni?®. Saat ini, penyelenggaraan Pilkada
langsung merupakan penerus dari skema yang pernah dijalankan
sebelumnya.

Pilkada langsung yang diimplementasikan sejak tahun 2005,
dimaknai sebagai Pilkada simetris di mana prosedur yang digunakan
dalam Pilkada langsung memiliki format yang sama di setiap daerah
pemilihan, yakni melalui sistem mayoritas suara. Dalam sistem Pilkada
simetris ini tidak ada perbedaan prosedural dalam proses pemilihan,
semua dengan format sama yakni dengan one person one vote one
value (opovov). Pelaksanaan Pilkada langsung cenderung menimbulkan
ketidakstabilan politik di suatu daerah dan berpengaruh terhadap
Ketahanan Nasional ditandai degan munculnya berbagai konflik. Analisis
potensi konflik yang ditimbulkan dilakukan dengan pendekatan CAF.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik kekerasan pasca
Pilkada di antaranya adalah ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan

rendah, pemerintahan yang tidak terlalu kuat, dan masyarakat yang

2 Saraswati, R. (2011). Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam
Pemilukada. Masalah-Masalah Hukum, 40(2), 196-201.
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masih mudah terprovokasi3%3! Berdasarkan data di atas, terlihat
tingginya konflik di masyarakat selama Pilkada langsung.
c. Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah manifestasi dari pemahaman akan
ruang hidup, sumber daya, dan posisi strategis Indonesia. Dalam istilah
lain, Ketahanan Nasional disebut sebagai national resilience atau pada
hakikatnya merupakan bagian dari national power atau kekuatan
nasional. Ketahanan Nasional akan sangat menentukan bagaimana
negara dapat bertahan dan eksis dalam perubahan dunia yang tidak
menentu. Ketahanan Nasional dirumuskan sebagai keuletan dan daya
tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman
yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa
Indonesia.3* Perluasan spektrum dalam Ketahanan Nasional yakni suatu
kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan.

Konsep Ketahanan Nasional Indonesia mencakup unsur-unsur
kekuatan nasional yang dikenal sebagai gatra Ketahanan Nasional atau
Astagatra (delapan gatra), yang terdiri atas Trigatra (tiga aspek) dan
Pancagatra (lima aspek).3® Trigatra atau gatra alamiah yang bersifat
relatif tetap atau statis, dan meliputi aspek-aspek suatu negara yang
memang sudah melekat pada negara itu, yaitu geografi, kekayaan alam,
dan kependudukan, sedangkan Pancagatra (gatra sosial) bersifat
dinamis, dan meliputi gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan, serta keamanan. Konsep delapan gatra merupakan
keterpaduan yang menjadi ukuran dalam menentukan seberapa tangguh
Indonesia sebagai sebuah entitas bangsa dalam menghadapi gangguan.

Pilkada merupakan bagian dari proses politik, hal ini membuat gatra

politik secara langsung akan sangat terpengaruh. Selain gatra politik,

30

31

34
35

Amruddin, A. (2020). Pilkada Serentak Dan Potensi Konflik Di Sulawesi-Selatan. Jurnal Arajang,
d3(1), 30-42.

Kusumaatmaja, A. C. (2018). PILKADA: Habis Konflik, Terbitah Demokrasi?. Jurnal llmiah
Hukum Dirgantara, 6(1).

Lemhannas RI. (2016). Buku Ajar Ketahanan Nasional. Lemhannas.

Wingarta, Putu. (2016). Rejuvenasi Bhineka Tunggal lka Dalam Konsep Ketahanan Nasional.
Jurnal Kajian Lemhannas.
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Pilkada juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya. Tingkat
pendidikan masyarakat adalah salah satu bagian penting dalam
konstruksi gatra sosial budaya. Dalam konteks demokrasi, jalannya
demokrasi tidak akan memenuhi aspek prosedural dan substansial
apabila tingkat pendidikan di suatu negara masih rendah. Hubungan
demokrasi dan lamanya pendidikan dikemukakan oleh Dewey (1916)
yang memandang bahwa pendidikan yang tinggi sebagai prasyarat
demokrasi. Hal yang masih relevan juga diungkapkan oleh Edward L.
Glaeser®® yang meneliti 35 negara dan menemukan bahwa negara
dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung stabil dalam
menerapkan sistem demokrasi. Salah satu contohnya adalah negara
Polandia, Perancis, dan Norwegia. Melalui penelitian tersebut dapat
terlihat bahwa sesungguhnya tingkat pendidikan  memiliki
kecenderungan yang membuat demokrasi akan berjalan lebih stabil.
Penyelenggaraan Pilkada dalam asas demokrasi juga memerlukan
kondisi ekonomi yang baik. Demokrasi tidak akan dapat berjalan apabila
kondisi perekonomian di suatu negara sangat buruk. Penelitian Waldman
menyebutkan bahwa ketimpangan sosial di masyarakat berpengaruh
terhadap erosi demokrasi.®” Ketidaksetaraan atau ketimpangan menjadi
penyakit dalam penyelenggaraan demokrasi yang stabil. Hal ini dapat
terlihat dari pemilihan lokal yang terjadi di Amerika Serikat di mana
banyak perwakilan terpilih tidak lagi mewakili masyarakat secara setara.
Kecenderungan perwakilan terpilih lebih mengutamakan kepentingan
masyarakat yang berkontribusi pada kampanye politik. Kondisi
demokrasi yang semakin tergerus ini semakin parah di beberapa negara
berkembang yang baru saja melewati masa transisi demokrasi. Adanya
ketimpangan ekonomi menyebabkan kerusuhan dan ketidakstabilan
politik dalam menyelenggarakan demokrasi.® Oleh karena itu, dalam

konteks Pilkada dibutuhkan sebuah piranti ekonomi yang baik agar

36 Glaeser, E. L., Ponzetto, G. A., & Shleifer, A. (2007). Why does democracy need education?.
Journal of economic growth, 12(2), 77-99.

37 Levin-Waldman, O. (2016). How inequality undermines democracy. E-International Relations, 10.

3% Qren M. Levin-Waldman (2016), How Inequality Under Democracy, E-International Relations
https://www.e-ir.info/2016/12/10/how-inequality-undermines-democracy/ diakses 09 Agustus
2021

17



penyelenggaraannya dapat berjalan jujur dan adil. Adanya
perekonomian yang cukup akan menekan politik transaksional dan
ketidakstabilan politik akibat demokrasi pasar bebas.

Gatra terakhir yang juga sangat berpengaruh terhadap jalannya
Pilkada adalah ideologi. Kesesuaian antara ideologi dan praktik
demokrasi akan melapangkan jalannya Pilkada. Fakta Pilkada sebagai
konsekuensi demokrasi, masih dalam tataran prosedural dan belum
menyentuh demokrasi substansial. Demokrasi substansial adalah praktik
demokrasi yang dijalankan dengan pemenuhan atas prinsip dasar dari
konsep demokrasi.*® Dalam konteks Indonesia, kesesuaian prinsip
demokrasi substansial harus diselaraskan dengan konsep Demokrasi
Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia, sehingga
relevansinya dengan pelaksanaan Pilkada adalah kontekstualisasi atas
substansi yang diusung oleh prinsip Demokrasi Pancasila. Secara umum
prinsip yang tertuang dalam Demokrasi Pancasila di antaranya adalah
segala keputusan dan kebijakan dalam demokrasi harus didasari oleh
akal budi dalam proses musyawarah mufakat. Oleh karena itu, apabila
prinsip penyelenggaraan Pilkada sudah tidak sesuai dengan substansi
Demokrasi Pancasila, bisa jadi penyelenggaraan Pilkada langsung lebih
banyak mudaratnya bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Mencermati beberapa penjabaran konsep gatra dalam Ketahanan
Nasional di atas, dapat diketahui sejauh mana Pilkada di Indonesia dapat
meningkatkan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, dalam pembahasan
Taskap ini akan diuraikan sejauh mana Pilkada langsung telah banyak
mengotori ruang demokrasi Indonesia dan bagaimana solusi yang dapat
mengeliminasi limbah demokrasi tersebut. Usulan itu akan diselaraskan
dengan prinsip demokrasi Pancasila sebagai konsep demokrasi ideal di
Indonesia.

d. Konsep Kedewasaan Demokrasi

Kedewasan demokrasi adalah kondisi yang mendukung

terpenuhinya syarat-syarat diselenggarakannya demokrasi di suatu

% Adian, D. G. (2010). Demokrasi substansial: risalah kebangkrutan liberalisme. Penerbit
Koekoesan.
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daerah. Kedewasaan demokrasi menitikberatkan partisipasi masyarakat
yang aktif dalam berdemokrasi, baik secara prosedural maupun
substansial, dan meminimalisasi konflik kekerasan yang dapat
mengganggu Ketahanan Nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat
Tadjoeddin bahwa adanya kekerasan dalam Pilkada menunjukkan
ketidakdewasaan demokrasi lokal.#®* Hasil penelitian Tadjoeddin
menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendapatan dan
pembangunan sosial yang tinggi akan mereduksi konflik kekerasan
akibat persaingan para elite lokal. Kondisi pembangunan sosial ekonomi
yang tinggi dapat mencerminkan kedewasaan lembaga-lembaga dalam
mendukung upaya mewujudkan kondisi stabil tanpa kekerasan. Selain
itu, Tadjoeddin juga memberikan rekomendasi terhadap negara-negara
berkembang untuk menerapkan demokrasi konsosiatif dan tidak
menyarankan menggunakan sistem mayoritas suara yang akan
menghambat kematangan demokrasi.

Prasyarat kedewasaan demokrasi vyaitu dengan partisipasi
masyarakat. Schumpeter menyatakan bahwa partisipasi masyarakat
dalam prosedur-prosedur pemilihan merupakan hakikat demokrasi.
Metode demokrasi adalah bagaimana masyarakat memiliki kekuatan
dalam membuat keputusan dalam tataran kelembagaan untuk mencapai
keputusan politik melalui suara rakyat.*4 Kedewasaan demokrasi juga
digambarkan dengan kondisi demokrasi yang minim konflik kekerasan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Robert Dahl di mana demokrasi
merupakan instrumen dalam meredam konflik di masyarakat yang
terfragmentasi. Menurut Dahl, teori demokrasi konsosiasional
merupakan cara paling realistis untuk mengakomodasi konflik-konflik
laten yang hampir mustahil untuk dihindarkan, sekaligus melihatnya

dengan tujuan untuk menjaga perdamaian serta stabilitas.*®

43 Tadjoeddin, M. Z. (2012). Electoral conflict and the maturity of local democracy in Indonesia:
testing the modernisation hypothesis. Journal of the Asia Pacific Economy, 17(3), 476-497.

44 Morris, M. (2000). Why Schumpeter Was Wrong to Deny Citizens Participation in the Political
Decision-Making Process. UCL Jurisprudence Rev., 80.

45 Daniel Hutagalung (2018), Batas dan Kemungkinan Demokrasi : Gagasan Poliarki Robert Dahl,
Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial.
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e. Teori Negara

Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi
diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk hidup
bersatu dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintah yang
berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstruktif yakni masyarakat
(rakyat), wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Hal ini tentunya
merujuk bahwa keberadaan negera pada hakikatnya adalah untuk
memudahkan rakyat mencapai tujuan bersama yang di sumulasikan di
dalam nilai-nilai dan kontistuasi sebuah negara.*®

Dalam perjalanan perkembangan teori negara terdapat beberapa
model atau bentuk negara yang disesuaikan dengan cita-cita dan
harapan dari rakyat atau masyarakat. Menurut C.F Strong (2012) ada
lima kriteria untuk melihat bentuk negara. Kriteria pertama yakni melihat
bentuk negara yakni kesatuan ataukah serikat, kriteria kedua bagaimana
arsitektur konstitusinya, ketiga bagaimana hubungan parlemen dan
eksekutif, keempat arsitektur badan perwakilan dan kelima bagaimana
hukum yang berlaku.*”

Indonesia sendiri merupakan negara dengan bentuk negara
kesatuan hal ini tertuang dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945
pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk republik.*® Penjelasan lebih lanjut terkait
konsep negara kesatuan yang diusung Indonesia adalah negara
kesatuan yang didesentralisasikan, maka beberapa kewenangan
tertentu pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada daerah
untuk diatur dan diurus sendiri.

Sistem desentralisasi pada negara kesatuan seperti Indonesia
sebenarnya jarang diterapkan di negara-negara di dunia. Hal ini
dikarenakan banyaknya tantangan yang akan dihadapi dengan

penerapan sistem desentralisasi seperti misalnya wilayah geografi

4 Rosdiana, R. (2020). Rekonstruksi Hukum Pemanfaatan Tanah Negara Oleh Rakyat Sebagai
Perwujudan negara kesejahteraan yang berbasis nilai keadilan (Doctoral dissertation, Universitas
Islam Sultan Agung Semarang).

47 Rahmayani, A. D. (2018). konsep negara Hukum Modern Menurut Pemikiran Tokoh CF Strong
(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" SMH" Banten).

48 Thane, S. (2012). Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
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Indonesia yang sangat luas yang terurai dalam puluhan ribu pulau, serta
masyarakat yang sangat heterogen. Sehingga dalam penyelenggaraan
desentralisasi yang terwujud dalam otonomi daerah, perlu menekankan
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

f. Teori Politik

Dalam taskap ini, teori politik akan menitik-beratkan pada sistem
politik Indonesia. Menurut Gibson (1966), sistem politik merupakan
sebuah proses pengambilan kebijakan publik yang dilakukan oleh
pemerintah. Aspek-aspek yang ada dalam suatu sistem politik
merupakan upaya yang dilakukan oleh organik politik melalui sebuah
proses pemilihan umum. Sistem politik memiliki komponen-komponen
yang diatur meliputi: rakyat dalam negara tersebut, proses pemilihan
pimpinan nasional, kebijakan publik dan desentralisasi kekuasaan
daerah.

Sistem politik Indonesia merupakan roh kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sistem ini memiliki ciri khas tersendiri sebagai bentuk dari
pelaksanaan pemerintahan yang plural dengan beragam agama, suku
budaya dan bahasa. Sehingga dalam perkembangan sistem politik di
Indonesia juga dipengaruhi oleh keberagaman suku dan budaya.*® Ciri
khas sistem politik Indonesia ini kemudian disesuaikan dengan
perkembangan arus demokrasi global. Dimana akhirnya indonesia
mengkonsolidasikan demokrasi dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia
yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai
proklamasi, Bhineka Tunggal lka, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila menjadi arah
sistem politik Indonesia yang tidak hanya menyoroti demokrasi sebagai
praktik yang prosedural dalam mewakili suara rakyat, namun juga
sebagai praktik esensial dimana masyarakat ikut serta dalam

merumuskan arah kebijakan dan pengelolaan negara. Kemudian sistem

49 Anggara, S. (2013). Sistem Politik Indonesia (Vol. 1, No. 1). CV Pustaka Setia.
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demokrasi Pancasila menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam
menyeleksi pemimpin nasional yang demokratis untuk menjalankan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sehingga tercipta sebuah
ekosistem politik stabil dalam menunjang kehidupan berbangsa dan
bernegara.
g. Konsep Pilkada Asimetris

Pilkada asimetris merupakan salah satu pendekatan dalam sistem
Pilkada yang memberikan kriteria khusus dan berbeda-beda kepada
setiap daerah sesuai dengan kondisi dan keberagaman masing-masing
daerah. Terdapat beberapa penelitan yang sebelumnya telah
mengangkat konsep Pilkada asimetris. Pertama, penelitian Mahardika
dan Fatayati yang melakukan penelitian terkait indikator-indikator yang
bisa digunakan untuk memetakan daerah yang sesuai untuk
menerapkan sistem pemilihan gubernur secara langsung.*® Penelitian ini
kemudian dapat mengkalisifikasi daerah mana yang dapat melakukan
pemilihan gubernur langsung dan pemilihan gubernur tidak langsung
yang dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Hasil
penelitian menemukan pemilihan pemimpin lokal yang asimetris perlu
dilakukan untuk menciptakan pemerintahan lokal yang lebih efektif.

Penelitian lain dilakukan oleh Dewi yang merumuskan model
penataan ulang Pilkada yang tepat untuk Indonesia. Berdasarkan
berbagai temuan empiris, evaluasi format Pilkada berdasarkan UU No.
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah selama beberapa tahun
berturut-turut (2012, 2013, 2014) menunjukkan Pilkada langsung masih
jauh dari cita-cita yang diharapkan. Kegagalan Pilkada langsung
ditunjukkan oleh banyaknya aksi kekerasan, buruknya tata kelola
pemerintahan, rendahnya partisipasi publik, dan masih jauhnya
kebebasan sipil. Kajian ini mendefinisikan Pilkada yang “asimetris”
adalah Pilkada yang dilaksanakan pada tingkat yang bervariasi

tergantung pada sumber daya manusia dan kemampuan keuangan

5% Mahardika, A. G., & Fatayati, S. (2020). Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya
Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Efektif. Indonesian Journal of Humanities and
Social Sciences, 1(1), 50-67.
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daerah.>! Penelitian ini juga menguatkan pentingnya dilakukan pemilihan
secara asimetris dengan berbagai alasan yang telah disebutkan di atas.
10. Data Dan Fakta
a. Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia

Indonesia telah menyelenggarakan Pilkada dengan beberapa
format yang dilakukan sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Perbedaan
skema Pilkada tersebut terjadi karena adanya perkembangan situasi dan
kondisi yang terjadi dalam kurun waktu puluhan tahun. Taskap ini akan
mencoba menyoroti skema Pilkada utamanya Pilkada langsung yang
saat ini diselenggarakan di Indonesia. Berikut adalah matriks yang
menggambarkan alur periodisasi dan dasar hukum penyelenggaraan
Pilkada di Indonesia.

Tabel 1. Periode dan Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada di

Indonesia
No. Periode Skema Pilkada Dasar Hukum
1. 1945 — 1959 Pengangkatan oleh UU No. 1 Tahun 1945
pusat UU No. 22 Tahun 1948
UU No. 1 Tahun 1957
2. 1959 - 1974 Penunjukan oleh Penetapan Presiden
presiden 6/1959
3 1974 — 1999 Pemilihan perwakilan, UU No. 5 Tahun 1974
dengan persetujuan
presiden
4. 1999 — 2005 Pemilihan perwakilan, UU No. 22 Tahun 1999
tanpa intervensi pusat
S 2005 - Pemilihan langsung UU No. 32 Tahun 2004
Sekarang UU No. 8 Tahun 2005
UU No. 12 Tahun 2008
UU No. 1 Tahun 2015
UU No. 10 Tahun 2016

(Data diolah oleh Penulis)

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa penyelenggaraan

Pilkada di Indonesia sangat dinamis dan berkembang hingga saat ini.

5! Dewi, K. H. (2016). Menata Ulang Pemilukada menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Demokratis, Akuntabel, dan Berkelanjutan. Jurnal Penelitian Politik, 12(2), 105-118.
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b. Konflik Kekerasan Pada Saat Pilkada
Data berikutnya adalah sebaran konflk yang mengiringi
penyelenggaraan Pilkada. Data ini dibutuhkan untuk menggambarkan
sejauh mana konflik telah mengiringi jalannya Pilkada langsung, berikut
merupakan bagan terkait tren konflik pasca Pilkada langsung mulai dari
tahun 2005.
Gambar 1. Eskalasi Konflik Kekerasan Pasca Pilkada
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(Data diolah oleh Penulis)

Berdasarkan bagan di atas, dapat terlihat bahwa hampir di setiap
tahun penyelenggaraan Pilkada langsung sejak 2005 hingga 2020
sedikitnya terdapat 10-15% dari total daerah yang menyelenggarakan
Pilkada di tahun tersebut diikuti oleh konflik sosial.?? Pada tahun 2020
memang terjadi penurunan tren konflik Pilkada, hal ini diakibatkan oleh
pandemi Covid-19 yang berimbas pada kampanye yang tidak boleh
dilakukan secara langsung dan protokol kesehatan ketat pada saat
pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga gesekan antarmassa
pendukung calon tidak terjadi seperti pada saat penyelenggaraan
Pilkada langsung sebelumnya.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis
Perkembangan lingkungan strategis pada level global, regional dan

nasional merupakan satu kesatuan utuh yang saling tarik-menarik dan tidak

52 Abadi, A. (2018). Konflik Pilkada di Kabupaten Bulukumba (Studi Terhadap Ketegangan Politik
Menjelang dan Pasca Pilkada Serentak Tahun 2015) (Doctoral dissertation, Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar).
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dapat dipisahkan. Adanya perubahan pada lingkungan strategis global tentu
akan mempengaruhi lingkungan strategis kawasan dan nasional sehingga
dalam hal ini perkembangan lingkungan strategis sangat perlu dicermati guna
mempertahankan kepentingan nasional NKRI. Khususnya dalam isu pilkada
maka perkembangan isu demokratisasi dan globalisasi pada tingkat global
dan kawasan menjadi penting.
a. Lingkungan Strategis Global
1)  Kemunduran Demokrasi Global. Perkembangan lingkungan
strategis pada tataran global saat ini dipengaruhi oleh adanya arus
globalisasi dan demokrasi. Saat ini terjadi tren kemunduran
demokrasi secara global. Menurut Laporan Lembaga Think Tank
Freedom House tahun 2020 bahwa saat ini dunia sedang dilanda
kemunduran kualitas demokrasi. Dalam laporan Freedom in the
World 2020 menyatakan bahwa dari 195 negara di dunia hanya 83
negara yang menerapkan demokrasi yang utuh, 63 lainnya masih
menerapkan demokrasi parsial dan sisanya yakni 49 masih
menerapkan rezim otoritarian dalam pemerintahan.®®
Fenomena kemunduran demokrasi terlihat dari banyaknya negara
demokrasi besar yang mengalami krisis terhadap penerapan
demokrasi prosedural dan substansial. Misalnya saja negara
Amerika Serikat yang pada tahun 2019 menggelar pesta demokrasi
untuk memilih calon presiden. Di luar dugaan ternyata pesta
demokrasi Amerika Serikat berakhir dengan adanya konflik dan
kekerasan di beberapa wilayah. Penyelenggaraan Pemilihan
Presiden AS pada tahun 2019 untuk memilih calon presiden Donald
Trump yang berasal dari Partai Republik dan calon presiden Joe
Biden yang berasal dari Partai Demokrat.5* Pemilihan umum secara

langsung di AS telah menunjukkan bahwa negara yang bahkan

%3 Freedom House. (2020). Democracy Under Siege. The Annual Report for Democracy. Diakses
pada 4 Oktober 2021. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-
siege.

54 Nianggolan dan Simela VC. (2020). Foreign Treat On The 2019 US Presidential Election and
Implication for The World. Jurnal Kajian DPR RI. Hal. 8-9.
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telah menerapkan demokrasi dalam rentang waktu yang lama tidak
menjamin kualitas demokrasi akan meningkat.

2) Peningktan tren Populisme di lingkungan strategis global |,
terutamadi negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi
menunjukkan bahwa suksesi kepemimpinan melalui sistem
demokrasi tidak menjamin terpilihnya pemimpin yang demokratis.
Pemimpin populis dapat menjadi sebuah ancaman yang sistemik
yang selalu menerapkan politik identitas dalam memobilisasi
massa untuk mencapai ide-ide politik tertentu. Salah satu contoh
pemimpin populis yakni Donald Trump dan Bolsonaro. Kedua
pemimpin ini telah menerapkan beberapa kebijakan yang
kontroversial dimana sangat kental dengan isu SARA .6

b. Lingkungan Strategis Regional

1)  Tumbangnya Rezim Demokrasi di Myanmar. Perkembangan isu
lingkungan strategis kawasan dipengaruhi oleh peran ASEAN
sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Saat ini
ASEAN dihadapkan dengan beberapa tantangan penurunan
kohesivitas dalam tubuh ASEAN. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa
perkembangan isu di kawasan seperti pada ASEAN belum dapat
berperan sentral dalam penanganan permasalah kudeta militer di
Myanmar. ASEAN dan Indonesia sebagai natural leader born
belum mampu mengkosolidasi Junta Militer untuk dapat
menghentikan kekerasan yang massif terjadi. Isu kudeta Myanmar
ini tentunya akan mengganggu stabilitas politik di kawasan Asia
Tenggara. Adanya kudeta militer juga menandakan bahwa ada
upaya anti-demokratisasi yang terjadi di kawasan.%’

2) Kirisis Demokrasi ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara dikenal
telah menerapkan demokrasi secara sukses. Negara seperti
Singapura, Malaysia, bahkan Indonesia merupakan contoh nyata

dari berhasilnya adopsi sistem demokrasi di ASEAN. Meskipun

% Nadzir, Ibnu. (2019). "Prabowo dan Bangkitnya Populisme Sayap Kanan di Indonesia." Diakses
dari https://tirto. id/prabowo-dan-bangkitnya-populisme-sayap-kanan-di-indonesia .

57 Oxford Analytica. (2021). Myanmar junta’s comments show limits of ASEAN plan. Emerald
Expert Briefings, (oxan-es).
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demikian, perkembangan terkini membuktikan bahwa demokrasi di
ASEAN semakin terkikis, karena terjadinyakrisis dalam negeri pada
beberapa negara di ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, dan
Indonesia. Di Malaysia, terungkapnya skandal korupsi yang
melibatkan mantan perdana Menteri Najib Razak (1MDB) telah
menggoyang dunia politik di Malaysia. Sampai saat ini pertarungan
perebutan kuasa masih sangat sengit antara dua kekuatan politik
besar. Kemudian di Filipina, setelah dua periode kepemimpinan
Duterte, pada tahun 2022 Filipina akan mengelar Pemilihan
Presiden. Hal yang mengagetkan adalah majunya Duterte sebagai
calon wakil Presiden. Hal ini seakan menjadi mimpi buruk karena
Filipina baru saja lepas dari rezim otoriter. Terakhir, di Indonesia,
perkembangan demokrasi juga tidak terlalu menggembirakan.
Sejak tahun 2017, politik identitas marak digunakan sebagai
strategi kampanye yang cenderung merusak persatuan dan
melanggengkan intoleransi. Strategi serupa juga diprediksi akan
kembali digunakan dalam kampanye Pilkada serentak tahun 2024
karena telah terbukti efektif memenangkan paslon yang bersaing.
Hal ini juga menjadi pertanda buruk baik bagi suksesi pemerintahan

maupun demokrasi di Indonesia dan di ASEAN.

Perkembangan Lingkungan Nasional.

Dalam Taskap ini, terdapat lima gatra yang akan menjadi poin

analisis utama yakni politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, serta

pertahanan dan keamanan,. Kelima gatra tersebut merupakan gatra

yang berkaitan erat dengan proses penyelenggaraan Pilkada di

Indonesia.

1)

Politik. Ketahanan di bidang politik merupakan kondisi dinamis
kehidupan politik yang berisi kemampuan yang ulet dan tangguh
dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan
mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang
datang dari luar maupun dalam, baik langsung maupun tidak
langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa

dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD
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Negara Republik Indonesia 1945.5¢ Pilkada sebagai bagian dari
proses politik, menjadikan Pilkada memiliki keterkaitan yang sangat
erat antara Pilkada dengan kondisi ketahanan nasional khususnya
di bidang politik. Dengan diselenggarakannya Pilkada langsung
sampai dengan saat ini, beragam dampak yang terjadi diantaranya
adalah maraknya kasus korupsi, konflik sosial yang berujung pada
kekerasan, hingga kerentanan atas retaknya persatuan dan
kesatuan nasional.

2) Ideologi. Saat ini Ideologi negara yakni Pancasila tengah
mendapatkan banyak sekali tekanan akibat hadirnya globalisasi
dan maraknya ideologi transnasional. Globalisasi telah membawa
arus demokratisasi yang sangat cepat dan tidak serta merta mampu
menjawab kebutuhan serta cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Pilkada langsung adalah satu diantara banyak sekali perubahan
yang terjadi akibat maraknya demokratisasi.

3) Ekonomi. Penyelenggaraan Pilkada langsung yang saat ini
berkembang telah membawa tren baru dalam dunia politik
Indonesia yakni maraknya politik uang dan semakin meroketnya
biaya politik yang mengundang hadirnya bohir. Mahalnya ongkos
politik membuat banyak calon dan kepala daerah terpilih cenderung
berusaha mencari cara untuk mengembalikan modal pada saat
proses pemilihan. Tidak jarang, cara-cara yang dipakai
menggunakan jalan yang sangat tidak terpuji seperti korupsi dan
jual beli konsesi lahan. Alhasil, Pilkada yang harusnya menjadi
ruang bagi terselenggaranya susksesi kepemimpinan demi
menghasilkan administrator pembangunan justru berbalik dengan
menyuguhkan banyak sekali kasus korupsi oleh kepala daerah.

4) Sosial Budaya. Kondisi sosial budaya Indonesia khususnya di
bidang pendidikan yang masih belum terlalu kuat, serta masih
sangat kental feodalisme membuat penyelenggaraan Pilkada

langsung menjadi kurang relevan. Pilkada langsung yang saat ini

58 Buku ajar Lemhannas RI, Bidang Ketahanan studi Ketahanan nasional, Lemhannas.
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5)

dilakukan justru membawa arus destruksi karena diselenggarakan
dengan kondisi yang belum optimal mengikuti prasyarat demokrasi
langsung.

Pertahanan dan Keamanan. Seiring dengan penyelenggaraan
Pilkada langsung yang semakin banyak menimbulkan konflik dan
kekerasan, unsur pertahanan dan keamanan akan semakin
terganggu. Cara-cara politisi yang sering menggunakan politik
identitas juga mendorong ancaman perpecahan semakin nyata
terjadi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pertahanan dan
keamanan yang kuat, evaluasi sistem Pilkada harus dilakukan
dalam rangka memastikan tegaknya demokrasi Pancasila, dasar

negara, dan suksesi kepemimpinan.
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